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PENETAPAN

Nomor 307 /Pdt.P/2020/PN Skt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan
Penetapan sebagai berikut atas nama :

SRI HARJANI, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah, Alamat :
Sangkrah Rt.004 Rw.002, Kelurahan Sangkrah,
Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
tertanggal 22 Desember 2020, Nomor 307/Pen.Pdt.P/2020 /PN. Skt, tentang
Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta
tertanggal 22 Desember 2020 Nomor 307/Pdt.P/2020 /PN.Skt, tentang
Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya
tertanggal 21 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surakarta pada tanggal 22 Desember 2020, dibawah Register Nomor:
307/Pdt.P/2020/PN. Skt telah mengajukan permohonan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perkawinan yang sah pasangan suami istri
yang bernama BAMBANG TARUNO dengan SRl HARJANI,
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah
No.109/35/VI/1990 tertanggal 30 Juni 1990 yang dikeluarkan
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oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon
Departemen Agama Kodya Surakarta;

2. Bahwa dalam perkawinan antara BAMBANG TARUNO dengan
SRI HARJANI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang
bernama 1.HANIFA REZA ZURAIDA lahir pada tanggal 12
Agustus 1991, 2.MUHAMMAD FACHRIZAL REZA ADRIANSYAH
lahir pada tanggal 19 November 1995, 3.MUHAMMAD ZULFIKAR
REZA ADRIANSYAH lahir pada tanggal 17 Juli 1997,
4. MUHAMMAD |IRFAN AKBAR REZA ADRIANSYAH lahir pada
tanggal 21 Mei 2005;

3. Bahwa SRI HARJANI memiliki sebidang tanah seluas 470 m? di
Kelurahan Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo,
sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No0.3160
tertanggal 17 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Sukoharjo;

4. Bahwa SRI HARJANI akan menghibahkan sebidang tanah
seluas 470 m? di Kelurahan Pondok Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo dengan Sertipikat Hak Milik No0.3160
tersebut kepada anak pertama yang bernama HANIFA REZA
ZURAIDA yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1991 dan telah
disetujui oleh suami Pemohon yang bernama BAMBANG
TARUNO, serta ketiga anak lainnya yang bernama MUHAMMAD
FACHRIZAL REZA ADRIANSYAH lahir pada tanggal 19 November
1995, MUHAMMAD ZULFIKAR REZA ADRIANSYAH lahir pada
tanggal 17 Juli 1997, MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA
ADRIANSYAH lahir pada tanggal 21 Mei 2005;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama MUHAMMAD IRFAN
AKBAR REZA ADRIANSYAH, lahir di Makassar pada tanggal 21
Mei 2005 masih di bawah umur, maka belum cakap bertindak di
muka hukum maka perlu ditunjuk adanya wali bagi anak
tersebut;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sangat
berkepentingan dan berhak menjadi wali dari anak tersebut,
untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak tersebut
serta mengurus segala kepentingan dan kebutuhannya;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk
memeriksa permohonan ini dan selanjuthya memberikan

Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA
ADRIANSYAH, lahir di Makassar pada tanggal 21 Mei 2005
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.
1247/UM/PNK/KCS/2005 tertanggal 15 Juni 2005 vyang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar, masih di bawah umur dan belum cakap berbuat
hukum;

3. Memberikan ijin dan menunjuk Pemohon sebagai Wali dari
anak yang bernama MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA
ADRIANSYAH untuk bertindak mewakili kepentingan hukum
serta mengurus segala kepentingan dan kebutuhannya
termasuk memberi persetujuan atas hibah sebidang tanah
seluas 470 m? di Kelurahan Pondok Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo dengan Sertipikat Hak Milik No.3160
kepada HANIFA REZA ZURAIDA;

4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Pemohon hadir
menghadap sendiri kedepan persidangan, dan selanjutnya membenarkan
telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonan
tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya,
Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan / Pengantar Nomor 000/3518/X11/2020

atas nama SRl HARJANI yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Kiwon,

Kota Surakarta tanggal 21 Desember 2020, Selanjutnya diberi tanda

Bukti P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI HARJANI

NIK.317502680160004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Surakarta tanggal 01-02-2016, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.
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3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG
TARUNO NIK.3175020901660053 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Surakarta tanggal 07-02-2016, Selanjutnya diberi tanda Bukti
P.3.

4, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
BAMBANG TARUNO No0.3372032502160011 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
tanggal 04-03-2016, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.

5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 109/37/V1/1990 antara Bambang
Taruno dan Sri Harjani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan
Sipil Surakarta tertanggal 30 Juni 1990, Selanjutnya diberi tanda
Bukti. P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor.
1247/UM/PNK/KCS/2005 atas nama Muhammad Irfan Akbar Reza
Adriyansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makasar tertanggal 15 Juni 2005, Selanjutnya
diberi tanda Bukti. P.6.

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3160 yang terletak di
Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo, Selanjutnya
diberi tanda Bukti P.7.

Bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 bukti surat berupa
foto copy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai
alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga
mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
1.Saksi PRISTIYANI.

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena teman sejak

kecil.

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan

perwalian terhadap anaknya yang bernama Irfan yang masih dibawah

umur.

- Bahwa suami pemohon bernama Bambang Taruno.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut adikaruniai 4 (empat)

anak.yaitu 1.HANIFA REZA ZURAIDA lahir pada tanggal 12 Agustus

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2020/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, 2.MUHAMMAD FACHRIZAL REZA ADRIANSYAH lahir pada
tanggal 19 November 1995, 3.MUHAMMAD ZULFIKAR REZA
ADRIANSYAH lahir pada tanggal 17 Juli 1997, 4 MUHAMMAD IRFAN
AKBAR REZA ADRIANSYAH lahir pada tanggal 21 Mei 2005;

- Bahwa selain mempunyai anak-anak dalam perkawinan,
Pemohon mempunyai harta berupa sebidang Tanah Hak Milik yang
terletak di Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo.

- Bahwa Pemohon mau menghibahkan tanah tersebut kepada
anaknya yang nomor 1 yang bernama Hanifa Reza Zuraida dan ada
anaknya yang masih dibawah umur maka harus ada penetapan dari
Pengadilan.

- Bahwa anak pemohon yang masih dibawah umur bernama
MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA ADRIANSYAH lahir pada tanggal
21 Mei 2005.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon

membenarkan.
2. SAKSI SRI HARTINI.

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon.

- Bahwa Suami pemohon bernama Bambang Taruno.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut apakah dikaruniai a4

(empat) anak yaitu 1.HANIFA REZA ZURAIDA lahir pada tanggal 12

Agustus 1991, 2. MUHAMMAD FACHRIZAL REZA ADRIANSYAH lahir

pada tanggal 19 November 1995, 3.MUHAMMAD ZULFIKAR REZA

ADRIANSYAH lahir pada tanggal 17 Juli 1997, 4. MUHAMMAD IRFAN

AKBAR REZA ADRIANSYAH lahir pada tanggal 21 Mei 2005;

- Bahwa pemohon tahu selain punya 4 orang anak juga punya

harta berupa tanah dan rumabh.

- Bahwa ada harta pemohon berupa sebidang Tanah Hak Milik

yang terletak di Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, Kab.

Sukoharijo.

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan

perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur guna

menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya yang nomor 1 yang

bernama Hanifa Reza Zuraida dan ada anaknya yang masih dibawah

umur maka harus ada penetapan dari Pengadilan.
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- Bahwa anak pemohon yang masih dibawah umur bernama
MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA ADRIANSYAH lahir pada tanggal
21 Mei 2005.

- Bahwa kakak-kakaknya MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA
ADRIANSYAH vyang lainnya setuju kalau tanah yang terletak di
Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo dihibahkan
kepada kakaknya Hanifa Reza Zuraida .

- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Sri Harjani.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon

membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan
mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka
segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap
merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa materi dari surat Permohonan Pemohon adalah
seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah
mengenai perwalian terhadap anaknya yang bernama Muhammad Irfan
Akbar Reza Adriansyah yang lahir tanggal 21 Mei 2005 masih dibawah umur
dengan tujuan pemohon akan menghibahkan sebgian tanahnya kepada
anak kandungnya yang bernama Hanifa Reza Zuraida.

Menimbang, bahwa tentang usia dewasa ada bebeberapa aturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam pasal 330 Kitab Undang-
Undang Hukum perdata dan pasal 9 ayat (1) kompilasi Hukum Islam batas
umur tentang kedewasaan adalah umur 21 tahun, sedangkan dalam pasal 1
angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan
Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1
angka 4 Undang-Udang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pasal 4
huruf h Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan,
pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Perdagangan manusia, pasal 1 angka 3-5 Undang-undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka
5 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan masih banyak
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lainnya mengatur batas umur anak adalah umur 18 tahun, sehingga usia
lebih dari 18 tahun sudah termasuk orang dewasa;

Menimbang. bahwa adanya perbedaan pengaturan mengenai usia
kedewasaan tersebut, hakim perpendapat mengingat ketentuan peraturan
perundang-undangan mengatur cenderung mengatur bahwa usia
kedewasaan adalah 18 tahun, dengan demikian seseorang yang berusia
lebih dari 18 tahun sudah masuk kategori dewasa;

Menimbang, bahwa untuk anak-anak pemohon yang bernama
MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA ADRIANSYAH lahir di Makasar pada
tanggal 21 Mei 2005 sebagaimana bukti P-6 Maliga anak Pemohon belum
berusia 18 tahun sehingga termasuk kategori anak dibawah umuir,
a.Tentang Perwalian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak
dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 33 ayat (1) menyebutkan sebagai
berikut :

“Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk
sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pristiyani dan saksi
Sri Hartini dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1, P2, P3,P4,
P5,P6 dan P7 terbukti bahwa pemohon telah menikah dengan Bambang
Taruno (bukti P3,P4 dan P5) dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Hanifa Reza
Zuraida lahir 12 Agustus 1991, Muhammad Fachrizal Reza Adriansyah lahir
19 Nopember 1995 , Muhammad Zulfikar Reza A lahir 17 Juli 1997 dan
Muhammad Irfan Akbar Reza Adriansyah lahir di Makasar 21 Mei 2005
tinggal bersama dengan Pemohon dan Hakim tidak menemukan adanya
sebuah fakta hukum apabila Pemohon dan sebagai orang tua tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berkaitan dengan anak
tersebut .
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Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan orang tua sudah
seharusnya melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya berkaitan dengan
tumbuh kembang anak tersebut dan juga berkaitan dengan pengurusan
hartanya;

Menimbang, bahwa timbulnya perwalian adanya adanya kejadian
dimana orang tua dari anak tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga
untuk melakukan kewajiban orang tua tersebut perlu ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua tidak
ada halangan melakukan kewajibannya, dan sebagai orang tua sudah
seharusnya melakukan kewajibannya.

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan Orang tua kandung dari
Muhammad Irfan Akbar Reza Adriansyah yang masih dibawah umur dapat
melakukan tindakan hukum untuk mewakili ~ anak tersebut, baik diluar
ataupun didalam persidangan;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai wali
terhadap anak kandungnya yang bernama Muhammad Irfan Akbar Reza
Adriansyah adalah bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna
menghibahkan tanahnya yang terletak di Kelurahan Pondok Kecamatan
Grogol Kabupaten Sukoharjo atas nama Pemohon sebagaimana bukti P7
kepada anak kandungnya yang tertua bernama Hanifa Reza Zuraida

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
permohonan pemohon pada petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, namun
dengan perbaikan petitum yaitu “ Menetapkan Pemohon Sri Harjani sebagai
orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Irfan Akbar Reza
Adriansyah untuk bertindak sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan
hukum anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Hakim berpendapat permohonan perwalian dari pemohon adalah layak untuk
dikabulkan
Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara dipengadilan pihak
dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan
kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 47 , pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

dengan perkara ini.
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MENETAPKAN :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA
ADRIANSYAH lahir di Makassar pada tanggal 21 Mei 2005
sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran
N0.1247/UM/PNK/KCS/2005 tertanggal 15 Juni2005 yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar masih
dibawah umur .
3. Menetapkan Pemohon Sri Harjani orang tua kandung dari
anak yang bernama MUHAMMAD IRFAN AKBAR REZA
ARDIANSYAH untuk bertindak sebagai wali yang berhak mewakili
kepentingan hukum anak tersebut baik didalam maupun diluar
Pengadilan.
4, Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar
Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021
oleh Wiryatmi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Hakim
Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Wahyudi
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim

Wah yudi, S.H. Wiryatmi, S.H,,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2020/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan ................... : Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses .......cccooiiiiiiiiiiiiiiie e, : Rp. 50.000,00.
- Biaya Panggilan .........cccccoiiiiiiiis : Rp 110.000,00.
- Biaya Meterai Penetapan ...........ccccccoovuvnneen. : Rp. 9.000,00.
- Biaya Redaksi Penetapan ........................... : Rp. 10.000,00.

Jumlah ..o, : Rp. 149.000,00.
(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
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